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Kadis PUPR Sebut Temuan BPK Dipolitisasi Oknum

Klaim Tidak Ada
Fraud dalam Proyek
Percepatan Jalan

MATARAM-Dinas Pe-
kerjaan Umum dan Pena-
taan Ruang (PUPR) NTB
mengklaim tidak ada unsur
fraud dalam temuan Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK). Yang menyatakan
adanya kekurangan volume
senilai Rp 14,49 miliar pada
15 paket pekerjaan.

"Alhamdulillah dari LHP
(laporan hasil pemerik-
saan, Red) yang sudah
kami terima tidak ada satu
pun temuan yang terma-
suk kategori fraud,” klaim
Kepala Dinas PUPR NTB
Ridwan Syah.

Terhadap temuan BPK,

Ridwan menyebut tidak
ada satu pun entitas yang
tidak memiliki temuan ke-
tika dilakukan audit. Na-
mun, selama ada komitmen
untuk menindaklanjuti
temuan tersebut, maka bisa
dinyatakan klir. Terkecu-
ali dalam temuan pemer-
iksaan terdapat adanya
tindak pidana.

Ridwan juga menyayang-
kan adanya pihak yang
mencoba bermain dalam
temuan BPK. Seperti mem-
politisiasi temuan tersebut
dan ingin menyeretnya
untuk berhadapan dengan
persoalan hukum.

Terlepas dari itu, Ridwan
memastikan pihaknya fokus
untuk menindaklanjuti
temuan BPK. Bersamaan
dengan menyiapkan pro-
gram maupun kegiatan
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Ridwan Syah

Dinas PUPR yang telah
termuat dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
(DPA) 2023. "LHP kan
sudah kami terima, kami
fokus untuk selesaikan itu

juga,” ujarnya.

Atas temuan tersebut,
rekanan yang mengerjakan
paket pekerjaan telah diper-
intah untuk menyetorkan
kelebihan bayar ke kas dae-
rah. Nilainya sesuai dengan
kekurangan volume ber-
dasarkan temuan dari BPK.

Kata Ridwan, pihaknya
telah berkoordinasi dengan
semua rekanan. Yang telah
menyatakan komitmen
mereka untuk mengem-
balikan kelebihan bayar
sesuai rekomendasi dari
BPK. "Adayangsudah bayar
secara bertahap. Ada juga
yvang sudah menyelesaikan
100 persen,” tandasnya.

Sementara itu, Inspektur
Inspektorat NTB Ibnu Sa-
lim mengatakan, pihaknya
terus mengawal proses
pengembalian kelebihan

bayar terhadap temuan
BPK NTB. "Sesuai dengan
LHP itu kami pantau terus,”
kata Ibnu.

Dari sejumlah temuan
pada proyek percepatan
pembangunan jalan, Ibnu
menyebut pengadaan
sepeda motor dari konsul-
tan pengawas sudah klir.
Telah dilakukan pengem-
balian ke kas daerah seban-
yak Rp 637.750.000. "Yang
10 konsultan pengawas itu
sudah tuntas,” ungkapnya.

Adapun untuk kekuran-
gan volume pada 15 paket
pekerjaan, sebagian rekan-
an telah mengembalikan
uang ke kas daerah. "Kalau
untuk ini masih berproses.
Yang pasti, rekanan sudah
menyatakan komitmen
mereka untuk mengemba-
likan," tandas Ibnu. (dit/r5)



